PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

) DINAS PEKERJAAN UMUM

J1. Urip Sumoharjo No. 8 Makassar. Telp/Fax 0411 436932

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Nomor : 01.18/Dinas PU/600/TAHUN 2022
Tent ang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA MAKASSAR TAHUN 2022-2026

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan
Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4
Ayat (2) Peraturan Walikota Makassar Nomor 67 Tahun
2021 tentang Penetapan Indikator Utama di Lingkungan
Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan
Umum Kota Makassar tentang Penetapan Indikator
Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota
Makassar Tahun 2022-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 TAhun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapai Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang




10.

11.

12.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, ,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota
Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
193);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 TAhun 2016 tentang
Perankat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 TAhun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
RAncangan Peraturan Daerah tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor



MENETAPKAN :

KESATU

KEDUA

1781);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9
Tahun 2009 tentang Recana Tata Ruang Wilayah Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);

24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

25. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006)
sebagaimana telah diubah erakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Makassar Nomor 3 TAhun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor
13 Tahun 2006 tentang Rencanan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2017
Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2015 Nomor 4);

27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun
2016 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Makassar Nomor 5);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA
MAKASSAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MAKASSAR
TAHUN 2022-2026.

: Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum

Kota Makassar dengan rincian sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar dalam menetapkan
perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja,



KETIGA

KEEMPAT

melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan
melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan

dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

akassar
Januari 2022

Dltetapkan di:

PEXEAJAAN UNUM -,

\
\gyﬁKELSI ZUBIR, ST, MT

Pangkat : Pembina
Nip: 19770707 200212 2 011




(31un) Jesseye €10y Ip epe Sued uejequia( UBYNIN[ISIA [BIO],
¢ 0
AH OV 10qog X % 00T X (31un) un3ueqip SueA ueyequaf yejwn| r

. B (uny) e30y uepel ynangas Suelueq ue req

Amﬁ Ov 30q0g X % 001 RAEVC Jeojox) piijiwaw Sued uefe( Suefueqd * & % G o o o memEdCMn—ovm ISTpUOY wefep
mv wo WO WO 2 2 pnnseguy | ueedrewreulqay | 1°1

pO‘bS | 9€'6Y | 6€vb | T8'8E | 9S'€E | 1L°SCT P sy

S3opU] m%ﬁﬁmvkuvﬁ

¢ (uny) e30y uepef yningas uelueq
AN Ov JO00H X 95 00T * (ury) yreq 1sipuoy] weep 10y uefel Juefueq =
‘ueedIeweUIqa)] JNINNIISBIJU] ueueAe] Sqopu]

_— 5 BNuwIas jnjun

g Nd-o4 uewei)N B103]

= % % % % % % | opnnsenyur | S
ueeAleyeidday JnpPnasesju] ueuedes] syapu] + ueedreureujqay InPNIISeIu] UeURART SYIPU] Om,ho @v.oo m.v.mum 91 ao.v O@.wm Q1 «Nm ﬁ.mﬁ.m\mmw_ »na Jut 1

sejireny|

S3opuUu
ue-Nd-a3 Jnynaserjuj Cmcm%mq s¥apup opUl meugwﬁﬂﬂoz
9202 ST0T 202 €202 c202 1202
NWVAVSVS
NVONNLIHNE SNWNN/NVONVIELEN ameas | /NvaralL p ot i oN
NVAVSVS/NVACAL VONENTH LIDAVL T | SRS
IONOM

9202-220C NNHV.L dVSSVIVIN V.LOM NNNN NVVIITNId SVNIA
VINV.LAO VOIINIM JOLVIIANI

9Z0Z-220Z NNHVL JVSSVIVIN

V.LOM WNINN NVVLIENHEd SYNIA VINV.LN
VLAAND ¥OLVIIANI NVAV.LANAd DNVINAL
20T NNHV.L/009/Nd seuld/81°10 4OWON
AVSSVIVIN V.LOM WNINN

NVVIENAd SYNIA VIVdEN NVSNLNdAY LviNs
NVIIdINVT




IT0 € ¢1200C LOLOLLGT  IN
'UIqUS] : jexdued

LI "LS WI19NZ ISTAVHNZ

Tessexe : Ip uesde}aig

m . v S 0 o aseurelp yninjas suelueq
1°0)30q0g X % 001 yieg 1sipuoy] wejep aseureaq Suelueq +

. (a1un) yeyurawad yijiw Sunpas ueyningay yepun| ue Jreq
0
AH OV 0454 X% 003 * (31un) unduequae) yepns Sued yejuriawad JI[IN Sunpan ueundueg yejun| ¥ 5 o G & o o G%.HQMNHQ«ODM ISTpUOY urerep
33 vmwoow omwoﬂ 4 w¢w°m© ommomm Nvmoiq wmwomm mpnaseyul | ugehreEidiody | 1T
(¢‘0) G0 X %00% * Isejiue mwm_mmhmc_wzﬁﬂshww”w_:_““_: ejwn| g3 UBAET mibsluiadeci
Isejjues sasyelaq [e88uLL yewny ye| syjopu] eAuerpasio],
(2'0) 10908 %% 0DL.% wnuiw JIre sasye uexpedepusw Sues ed3ue], yewny yejwn| _
0 ueedidiag uoN uep ueSurie[ Wyds mpejour wnuiw Ire sasye jedepusw Sue4 ef8ue], yewny yejun| -
:ueeArexe1drooy] JNINNIISLIJU] UBUBART SYopuU]
9202 S20T $20T €202 TT02 1202
[ NVAVSVS
NVONQLIHNAd SQINNA/NVONVIA LAY anedyd /NvVarnlL ON
VAV | HOLVMIGNI AL
NVIVSVS/NVACAL VOIENI LE3DIVL S

IONOM




